UINAY FENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

DASAR

KEPADA

UNTUK

o

SURAT WIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 440/I0NF/025/DPMPTSP-PPK/2020"

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL {IDPNF}

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintah Daarah Tngkaf ‘1l dan Kota
Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1952 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Rl
Momor 1821);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130),

Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5157).
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
Memperhatikan :

1. Surat Permochonan ljin Operasional Pendidikan Mon: Formal Saudara/i EMI APRIYANI Nomeor Pendaftaran
9001.24.03.2020000 tanggal 2 Maret 2020

2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Motz Palembang yang diluangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0025/RKM-IONF/DPM-PTSP/2020 tanggal 10 Maret 2020

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana lersebut di atas kepada pemahon dapat diberikan Surat |jin
Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat ljin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

- Mama Penanggung Jawab  : EMI APRIYANI|

Alamat Pananggung Jawab @ JL TALANG KERAMAT NG.O1 RT.014 AW.002 KELURAHAN KENTEN KECAMATARN

TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

1.
2,

3.
4,

. Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Mon Formal, dengan dala sebagai barikut:

Mama Lembaga S YAYASAN AZR| MAGFIROH PALEMBANG ( TK. ISLAM TERPADU AZRI )

Alamal Lemaba - JL RW. MONGINSIDI'RT.026 RW.006 KELURAHAN KALIDONI KECAMATAN
KALIDONI PALEMBANG
Jenis Satuan * TAMAN KANAK-KAMAK

Program : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-FKANAK

Surat ljin Op=rasional Pendidikan Mon Formal ini berlaku sejak tangasl ditetapkan dengan ketentuan sbb:
1. Pemegang ljin wajib meniaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Jika teriadi perubahan susunan organizasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendir wajib untuk

menggurus ljin operasional satuan pendidikan Non Formal yang barnu;

3. Surat ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4 Surat ljin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana meslinya apabila di kamudlan

han ternyata terdapat kekelinuan,

=

] Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2020

-0 WALIKOTA PALEMBANG
e fEEPh.tA DINAS BENANAMAN MODAL DAN
| &/ PELAYANAN (ERPADU FATU PINTU,

) 2L BriH-AKHMAD MUSTAIN,

an-m.gp oM . .Ii } ““Pambirz Tingkat |

MIE 4GR410N5284 OGS4 24014

TP., M.Si.



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

—

el

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srijaya Km.5.,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar
Website: www. disdik palembang. oo id

PALEMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9/ b)) / SK / DISDIK / 202]

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

bahwa berdasarkan Surat ljin Walikota Palembang Nomor : 440 / IONF / 025 / DPMPTSP-PPK / 2020
Tanggal 10 Maret 2020, Tentang Ljin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) YAYASAN AZRI
MAGFIROH PALEMBANG (TK ISLAM TERPADL AZRI) vang telah memenuh persyaratan yang
berlaku.

balwa untuk memenuhi maksud tersebui diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan
Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Taman Kanak-Kanak (TK)
tersebut,

- -
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah:
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Helompok
Bermain dan Penitipan Anak;
Peraturan Pemerintah Republik Tndonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sckolah:
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70/ 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Republik Indoesia Tahun 2009 Nomor 130y,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia MNomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik indonesia;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN :

KESATU  :  Memberikan Lin Kepada

Nama Lembaga - YAYASAN AZRT  MAGFIROH PALEMBANG (TK I1SLAM
TERPADU AZRI)

Alamay . I RW. Monginsidi Rt. 026 Rw. 006 Kelurahan Kalidoni Kecamatam
Kalidoni Palembang

Nama Pimpinan - Emi Apriyani

Untuk . Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Program - Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA - Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan,
KETIGA © Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor ; 0486 / U / 1992 Pemberian Tzin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Pemegang Izin ini wajib :

1, Menyelenggarakan Lembaga PAUD/TK tersebut sesuaj dengan aturan yang berlaku sehingga
dapat memenuhi fungsional,

2, Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau vang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan vang berlaku.
e - : Palembang

:aﬂ ‘:a“w 2021




